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KATA PENGANTAR 

 

Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah 

satu OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu  yang  ditetapkan  

berdasarkan  Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  K e t i g a  Atas  

Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  

Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsí serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsí serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah  sesuai dengan peraturan daerah tersebut. 

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya seperti tersebut diatas, disusun 

suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu Tahun 2021 – 2026, yang isinya memuat visi dan misi Bupati Kapuas Hulu, serta tujuan, 

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan berikut dengan seluruh indikator kinerja selama 

kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berpedoman pada Renstra Tahun 2021 – 2026 tersebut 

selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan tahun 

2022. 

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, 

secara prinsip merupakan kewajiban yang  melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel 

terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan 

efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pada Badan Pengelola  Perbatasan Daerah  

Kabupaten Kapuas Hulu terhadap  pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. 

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban  secara  periodik,  instrumen  

pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi : pengukuran, penilaian, evaluasi dan 

analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu 

untuk memenuhi  kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau kegagalan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 

2022 yang disusun setiap tahunnya, sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang 

akan datang, serta merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja 

kepada kepala daerah. Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun, semoga 

bermanfaat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 

 

Putussibau, 31 Januari 2023 

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu, 

 

 

Hj. ANA MARIANA, ST., MM  

Pembina Utama Muda  

NIP. 196703251997032002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan   Akuntabilitas    Kinerja   Instansi    Pemerintah   (LAKIP)   merupakan 

dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden 

(Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan 

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  

dan   pembangunan   dapat   berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan 

bertanggungjawab demi terselenggaranya good governance yang merupakan persyaratan 

utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat 

banyak dan berkeadilan. 

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan good gonernance 

adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus 

pembangunan  pada  kemaslahatan  bagi  masyarakat,  berupa  upaya  untuk menghasilkan 

output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil 

langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat 

berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat,   sedangkan   outcome   

adalah  berfungsinya  sarana,   barang   dan  jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi 

masyarakat. 

Good governance yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara 

dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik  yang melibatkan semua pihak di 

antaranya pemerintah, private sector dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik 

sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang 

tinggi. 

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 

Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mentri 
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Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan)  

Nomor 53  Tahun 2014  tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Secara yuridis, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun    2014   Tentang   Sistem   Akuntabilitas    Kinerja nstansi 

Pemerintah, menyatakan   bahwa kinerja  adalah “keluaran/hasil dari 

kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”. 

Untuk   mewujudkan   prinsip   penggunaan   anggaran   dengan 

kuantitas  dan kualitas yang terukur,  Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah menuangkan  konsep ini ke dalam Laporan  Kinerja Tahun 

Anggaran 2022. Kinerja sebagai barometer  terhadap  capaian  organisasi,  

terdiri dari  beberapa  bagian  yang terintegrasi  satu  sama  lain.  Elemen 

kinerja dimaksud, meliputi: keluaran/hasil, kegiatan/program, anggaran, 

kuantitas, serta kualitas yang terukur. 

Definisi terhadap elemen tersebut merujuk pada peraturan yang 

sama, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 

1. Keluaran  (output)  adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan  yang  dilaksanakan   untuk   mendukung  pencapaian 

sasaran dan tujuan program dan kebijakan; 

2. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu  yang mencerminkan 

berfungsinya    keluaran   dari   kegiatan-kegiatan   dalam   satu 

program. 

3. Program    adalah     penjabaran     kebijakan    kementerian 

negara/lembaga atau SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau 

beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk  mencapai hasil yang terukur  sesuai dengan misi kementerian 

negara/lembaga atau SKPD. 

4. Kegiatan adalah  bagian  dari  program  yang dilaksanakan  oleh satu  

atau  beberapa  satuan  kerja  pada  kementerian negara/lembaga  

atau  unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan   tindakan   

pengerahan  sumber  daya  baik  yang berupa personil (sumber daya 
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manusia), barang modal termasuk peralatan  dan teknologi, dana,  

atau  kombinasi dari beberapa atau  kesemua  jenis sumber  daya  

tersebut  sebagai masukan (input)  untuk  menghasilkan keluaran  

(output)  dalam  bentuk barang/jasa. 

5. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran keberhasilan yang akan 

dicapai   dari   kinerja   program   dan    kegiatan   yang   telah 

direncanakan. 

6. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu  

program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi   suatu   

kementerian  negara/lembaga   dan  pemerintah daerah yang 

dilaksanakan oleh satuan kerja/SKPD. 

7. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) dari 

suatu Kegiatan yang terkait  secara  logis dengan  Indikator Kinerja 

Program. 

8. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuan  dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan 

Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

Selanjutnya untuk melihat capaian kinerja, perlu dilakukan satu 

pengukuran.  Badan Pengelola Perbatasan  Daerah K a b u p a t e n  

Kapuas  Hulu melaksanakan pengukuran  kinerja pada masing-masing 

program/ kegiatan  yang ditetapkan  dan  ditandatangani  melalui 

perjanjian kinerja (PK). 

Kegiatan  pengukuran  dilakukan untuk  melihat sejauh  mana 

capaian yang telah dihasilkan dengan membandingkan/ mengukur pada 

rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai masing-

masing  kegiatan,   kendala   apa   yang  dihadapi,   analisis terhadap  

persoalan  yang muncul,  selanjutnya  dituangkan  pada simpulan dan 

saran. 

Dalam melaksanakan penilaian terhadap capaian kinerja, beberapa 

prinsip mendasar yang harus diperhatikan: pertama, indikator kinerja 

bersifat Measurable; artinya indikator kinerja dinyatakan dengan jelas dan 

terukur dengan skala penilaian tertentu yang  disepakati,  dapat   berupa   

pengukuran   secara   kuantitas, kualitas atau  harga; kedua, indikator 

kinerja bersifat  Achievable; indikator kinerja kegiatan merupakan sesuatu  
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yang dapat dicapai; ketiga,    indikator    kinerja    harus    Relevants:       

mencerminkan keterkaitan secara logis dan langsung antara  target 

output dalam rangka mencapai outcome yang ditetapkan; dan keempat, 

indikator kinerja  bersifat  Time   Bond:  waktu/periode  dalam  pencapaian 

indikator kinerja kegiatan. 

Penyusunan  Indikator   Kinerja  Badan  Pengelola  Perbatasan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dilaksanakan dengan berpedoman pada 

tujuan dan  sasaran   RPJMD   2021-2026.   RPJMD   Pemerintah   Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dibuat dalam Resntra Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Laporan   Kinerja  Badan  Pengelola Perbatasan  Daerah  Kabupaten 

Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 ini  dibuat dengan tujuan: 

1. Memberikan informasi pada pihak lain, terhadap Tujuan, Sasaran 

Strategis, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan; 

2. Memberikan data/informasi capaian kinerja; 

3. Menyampaikan analisis,  kesimpulan  dan  saran  dalam  upaya 

optimalisasi kinerja; 

 

C. Dasar Hukum 

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 dilandaskan pada 

Peraturan Perundang-undangan, antara lain sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan  

Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara Republik   Indonesia   

Tahun    2004   Nomor  104,   Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun   2007  tentang  Penataan  Ruang  

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia   Tahun   2007  Nomor 68,  

Tambahan   Lembaran   Negara  Republik  Indonesia Nomor 4725; 

3. Undang-Undang  Nomor 32 tahun  2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan  Permukiman (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun  

2011 Nomor 7, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188); 

5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014 Nomor 244,  

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan    

UndangUndang    Nomor   9   Tahun    2015   tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779); 

6. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun  2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan  Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun    2006   Nomor   26,   Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614). 

7.  Peratuaran    Pemerintah   Nomor  38   Tahun    2007   tentang 

Pembagian  Urusan   Pemerintahan   Antara Pemerintah,Pemerintahan  

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2007 Nomor 82, 

Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan  Pemerintah Nomor 26 Tahun  2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Penataan  Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5103); 

10. Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun  2014 Tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk  

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata  

Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah,  

Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana  

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri Nomor  140  Tahun   2017 tentang 

Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan  di Daerah; 

14. Peraturan  Daerah Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan Ketiga Atas  Peraturan  

Daerah  Nomor 7 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah  

Kabupaten Kapuas Hulu; 

15. Peraturan  Daerah Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Rencana Pembangunan  

Jangka  Menengah Daerah Kabupaten  Kapuas Hulu Tahun 2021-

2026; 

16. Peraturan  Daerah Kabupaten  Kapuas  Hulu Nomor   6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu; 

17. Peraturan Bupati Kapuas  Hulu Nomor 63 Tahun  2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja  

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten  Kapuas Hulu; 

 

 

D. Tugas. Fungsi Dan Struktur Organisasi 

Melalui Peraturan Daerah Nomor  6  Tahun  2020 tentang perubahan ketiga atas 

Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, 

kemudian ditindak-lanjuti dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsí serta Tata Kerja Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disebutkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

BPPD mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, 

menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan 

anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan 

terhadap pengelolaan kawasan perbatasan (Pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 

Tahun 2021) 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 6 Peraturan Bupati Kapuas 

Hulu Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,  

BPPD  melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1. penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan; 

2. penyusunan  program  dan  anggaran  pembangunan  kawasan  perbatasan  sesuai  dengan 

skala prioritas; 

3. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; 

4. penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah negara; 

5. pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, dan pengamanan batas wilayah 

negara; dan 

6. pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya dalam rangka pengusulan zona 

pengembangan ekonomi. 

BPPD mempunyai kewenangan (Pasal 7 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 63 Tahun 

2021) sebagai berikut: 

1. melaksanakan  kebijakan  Pemerintah  dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam  rangka 

otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

2. menjaga dan memelihara tanda batas; 

3. melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan 

4. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan rencana pembangunan Kawasan Perbatasan antar 

Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga. 
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C.1. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi 

BPPDsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Kepala Badan melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. penetapan rencana strategis PPD; 

b. pengkoordinasian seluruh kegiatan PPD; 

c. perumusan   kebijakan   dan   pengkoordinasian   terhadap   pengelolaan   kawasan 

perbatasan; 

d. perumusan  kebijakan  dan  pengkoordinasian  kerja  sama  terhadap  pembangunan 

kawasan perbatasan; 

e. pengkoordinasian rencana pembangunan kawasan erbatasan; 

f. pengkoordinasian  pelaksanaan  bantuan  fasiltasi    penegasan,  pemeliharaan,  dan 

pengamanan batas wilayah Negara; 

g. pengkoordinasian  pelaksanaan bantuan inventarisasi potensi sumber daya kawasan 

perbatasan dalam rangka pengusulan zona pengembangan ekonomi, sosial budaya, 

lingkungan hidup dan zona lainnya di kawasan perbatasan; 

h. pengkoordinasian,  pengendalian,  pengawasan,  evaluasi  dan  pelaporan  terhadap 

pengelolaan kawasan perbatasan; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. 

C.2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala 

Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap 

program, administrasi, keuangan, sarana prasarana, keuangan dan sumber daya aparatur. 

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. pengkoordinasian, penyusunan, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, 

dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan; 

b. pembinaan  dan  pelayanan  administrasi  ketatausahaan,  tata  laksana,  peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, perlengkapan, dan rumah tangga; 

c. pelaksanaan urusan kehumasan dan keprotokoleran; 

d. pengelolaan administrasi keuangan BPPD; 

e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja BPPD; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 
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C.2.1. Subbagian Umum dan Aparatur 

Subbagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 

mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan tugas mengumpul 

dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan aparatur, tata 

usaha, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan dan pengelolaan 

barang. Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan paratur; 

2. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur; 

3. penyelenggaraan ketatalaksanaan BPPD; 

4. penyelenggaraan   urusan   pengelolaan   barang,   ketatausahaan,   rumah   

tangga, kehumasan, keprotokoleran kearsipan dan perpustakaan; 

5. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian 

Umum dan Aparatur; dan 

6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

C.3. Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama 

Bidang Koordinasi, Perencanaan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan, 

merencanakan program dan anggaran serta kerjasama dalam pengelolaan kawasan 

perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Kepala  Bidang  Koordinasi,  Perencanaan  dan  Kerja 

Sama mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam: 

a. penyusunan rencana program kerja bidang koordinasi perencanaan dan kerja sama; 

b. penyusunan   petunjuk   teknis   dan   petunjuk   pelaksanaan   di   bidang   koordinasi 

perencanaan dan kerja sama; 

c.  perumusan    dan    pengkoordinasian    rencana    pelaksanaan    dan    rencana    

aksi pembangunan kawasan perbatasan; 

d. perumusan rencana program dan anggaran pembangunan kawasan perbatasan; 

e.  perumusan  rencana  dan  pengkoordinasian  kerja  sama  antar  pemerintah  

daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; 

f.  pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada 

Bidang Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama; 
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g. pelaporan  perkembangan  pelaksanaan  tugas  Bidang  Koordinasi  Perencanaan  

dan Kerja Sama secara periodik; dan 

h. pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Badan  sesuai  dengan  

tugas pokok dan fungsinya. 

C.4. Bidang Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi 

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, 

mengoordinasikan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap 

pengelolaan kawasan perbatasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Koordinasi 

Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Kepala Badan 

dalam: 

a. penyusunan rencana program kerja Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring 

dan Evaluasi; 

b. penyusunan  petunjuk  teknis  dan  petunjuk  pelaksanaan  di  bidang  koordinasi 

koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi; 

c. perumusan    dan    pengkoordinasian    rencana    pelaksanaan    pengendalian    dan 

pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan kawasan 

perbatasan; 

d. perumusan  rencana  dan  pengkoordinasian     pelaksanaan  bantuan  inventarisasi 

potensi sumber   daya   kawasan   perbatasan   dalam   rangka   pengusulan   zona 

pengembangan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di 

kawasan perbatasan; 

e. pengkoordinasian dan pelaksanaan bantuan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, 

dan pengamanan batas wilayah negara; 

f. monitoring,  pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  pembangunan 

kawasan perbatasan; 

g. pengaturan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas pada 

Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi; 

h. pelaporan  perkembangan  pelaksanaan  tugas  Bidang  Koordinasi  Pelaksanaan, 

Monitoring dan Evaluasi secara periodik; dan 

i. pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya. 
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C.5. Unit Pelaksana Teknis 

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang 

Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 

Sekretaris. UPT  mempunyai  tugas melaksanakan  kegiatan  teknis  operasional  

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

Pembentukan UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

C.6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional 

yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok  jabatan  

fungsional  mempunyai  tugas  melaksanakan  tugas  khusus  sesuai dengan bidang 

keahlian yang dimilikinya. 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 

seperti tertuang dalam Lampiran Peraturan  Daerah Nomor  8  Tahun  2018  tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  adalah  sebagai 

berikut : 

a.  Kepala Badan; 

b.  Sekretariat; 

c.  Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama; 

d.  Bidang  Koordinasi  Pelaksanaan,  Monitoring  dan  Evaluasi  Pengelola Perbatasan; 

e.  Unit Pelaksana Teknis; dan 

f.   Kelompok Jabatan Fungsional. 
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STRUKTUR ORGANlSASI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  K.ABUPATEN KAPUAS HULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPT 

KEPALA BADAN 

Hj. ANA MARIANA, S.T., M.M. 

NIP. 196703251997032002 

SEKRETARIS 

MUHARDI, S.T 

NIP.197302132000031005 

SUBBAGIAN  UMUM DAN APARATUR 

EKA SULASTRI, A.Ma 

NIP. 197604151998072001 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN, 

MONITORING DAN EVALUASI 

HEMNI SUKMANA,S.H., M.A.P. 

NIP.19740301 200502 1 003 

BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN 

DAN KERJA SAMA 

SOFIAH,S.T.,M.T. 

NIP. 19781108 200401 2 001 

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 

Jalan Antasari No. 25  Putussibau 78711 

Telepon (0567) 2020912 

 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
 

 

 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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E. Sistematika Penyajian 

Dalam  Penulisan  Laporan Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah   

Kabupaten   Kapuas    Hulu   Tahun  2022 disusun dengan sistematika: 

BAB. I.     PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Maksud dan Tujuan 

C. Landasan Hukum 

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

E. Sistematika Penyajian 

BAB II        PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

B. Indikator Kinerja Utama 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

BAB III       AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun 

Sebelumnya 

C Analisis   Penyebab   Keberhasilan / Kegagalan   atau   Peningkatan/ 

Penurunan Kinerja 

D. Realisasi Anggaran 

BAB IV       SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Rencana Strategis 

1.1. Visi dan Misi 

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. 

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang 

yang ada, serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi 

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 yang hendak dicapai dalam 

tahapan terakhir Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah : “Terwujudnya 

Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil”. 

Harmonis mengandung makna b a h w a  dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan 

bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan 

mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat 

dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi. 

Energik mengandung makna  penuh  semangat  dalam  meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya pendapatan  per kapita penduduk 

yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta 

keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. 

Berdaya saing mengandung makna b a h w a  kondisi pembangunan daerah yang 

dilandasi  keinginan  bersama  untuk  mewujudkan  masa  depan pertumbuhan ekonomi, 

sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang 

unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan. 

Amanah mengandung makna bahwa  dalam tata kelola pemerintahan yang baik, 

mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, 

akuntanbilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Terampil  mengandung  makna bahwa kondisi  dimana  kualitas  sumber  daya 

manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang  teruji  

serta  mampu  beradaptasi  dengan  perkembangan  teknologi dan informasi. 

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di atas disusunlah misi 

yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 
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mewujudkan visi.   Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah 

yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan 

beragama, budaya dan keamanan 

2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan 

aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi 

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan 

inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya 

saing 

4.  Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya 

infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas 

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang 

bermutu bagi masyarakat 

 

1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Tahun 2021-2026 yang berlaku efektif semenjak Tahun 2022, maka Badan Pengelola 

Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu melakukan penyesuaian Renstra dan Indikator 

Kinerja Utama. 

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 

tersebut, Badan Pengelola Perbatasan Daerah mendukung dalam pencapaian Misi 

Keempat, yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa 

dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas 

dan akuntanbilitas, dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu maka Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu 

merumuskan tujuan dan sasaran strategis untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai 

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BPPD, 

yaitu : 
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Tabel 1 
 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 
 

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

1 2 3 4 

Meningkatkan 
efektivitas Pengelolaan 
Pembangunan kawasan 
Perbatasan Negara di 
daerah 

Meningkatknya efektifitas 
Pengelolaan 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan negara di 
daerah 

Meningkatkan 
pemenuhan Layanan 
Sosial Dasar pada 
Kawasan Perbatasan 

Melaksanakan 
koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi untuk 
peningkatan Layanan 
Sosial 
Dasarpembangunan 
kawasan perbatasan 

  
 

Meningkatkan 
Perencanaan dan 
Fasilitasi Kerja Sama 
pembangunan kawasan 
perbatasan 

Melaksanakan 
penyusunan rencana 
aksi dan kerjasama 
pembangunan kawasan 
perbatasan 

  Meningkatnya efektifitas 
Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan negara di 
daerah 

Meningkatkan koordinasi 
pelaksanaan 
pembangunan aspek 
kesejahteraan rakyat, 
pembangunan ekonomi, 
dan ketaangguhan 
bencana dan lingkungan 
pada kawasan 
perbatasan 

Melaksanakan 
koordinasi penyusunan 
rencana aksi 
pembangunan aspek 
kesejahteraan rakyat, 
pembangunan ekonomi, 
dan ketaangguhan 
bencana dan lingkungan 
pada kawasan 
perbatasan 

  Meningkatkan koordinasi 
Fasilitasi Kerja Sama 
pembangunan aspek 
kesejahteraan rakyat, 
pembangunan ekonomi, 
dan ketaangguhan 
bencana dan lingkungan 
pada kawasan 
perbatasan 

Melaksanakan 
koordinasi penyusunan 
rencana kerjasama 
aspek kesejahteraan 
rakyat, pembangunan 
ekonomi, dan 
ketaangguhan bencana 
dan lingkungan pada 
kawasan perbatasan 

  Meningkatnya Pencapaian 
Hasil Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Meningkatkan kualitas 
Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan 

Melaksanakan 
pengendalian dan 
pengawasan serta 
evaluasi pelaksanaan 
pembangunan kawasan 
perbatasan 

Meningkatkan kualitas 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi perangkat 
daerah 

Meningkatnya  
penyelenggaraan 
akuntabilitas kinerja  
perangkat daerah 

Meningkatkan 
pengelolaan administrasi 
pemerintahan pada 
perangkat daerah 

Melaksanakan 
Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah  

      Melaksanakan 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 
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1 2 3 4 

      Melaksanakan 

Administrasi 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah 

      Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat 

Daerah 

      Melaksanakan 

Administrasi 

Umum 

Perangkat 

Daerah 

      Melaksanakan 

Pengadaan 

Barang Milik 

Daerah  

      Melaksanakan 

Penyediaan 

Jasa pada 

Perangkat 

Daerah 

      Melaksanakan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah pada 

Perangkat 

Daerah 

 

 

B. Indikator Kinerja Utama 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator 

Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama 

yaitu : 

a. Untuk   memperoleh   informasi   kinerja   yang   penting   dan   diperlukan   dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/BPPD/TAHUN 2022 tanggal 6 Januari 2022 Tentang   

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 

sebagai berikut : 

Tabel 2 

Indikator Kinerja Utama 

NO 

TUJUAN DAN 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERKA 

UTAMA 

FORMULA SUMBER DATA 

1  2 3 9 

1 Meningkatnya 

Penyelenggaraa

n Reformasi 

Birokrasi dan 

Akuntabilitas 

Kinerja 

Perangkat 

Daerah 

Indeks 

Reformasi 

Birokrasi 

BPPD 

;- Laporan Hasil 

Evaluasi dari 

Inspektorat 

Kabupaten 

Kapuas Hulu 

    Predikat 

Sakip BPPD 

;- Laporan Hasil 

Evaluasi SAKIP 

dari Inspektorat 

Kabupaten 

Kapuas Hulu 

2 Meningkatkan 

efektivitas 

Pengelolaan 

Pembangunan 

kawasan 

Perbatasan 

Negara di 

daerah 

Indeks 

Pemenuhan 

Layanan 

Sosial Dasar 

(IPLSD) 

kecamatan 

Lokasi 

Prioritas 

(lokpri) di 

Kawasan 

Perbatasan 

;- Hasil 

Pemetaan/Perhi

tungan secara 

nasional oleh 

BNPP 

3 Meningkatnya 

efektifitas 

penetapan 

Perencanaan 

dan 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Kawasan 

Perbatasan 

negara di 

daerah 

Persentase 

Pemenuhan 

Pelaksanaan 

Pembangun-

an aspek 

kesejahtera-

an rakyat 

 

survei / 

monitoring dan 

evaluasi 

kegiatan 

 

𝑰𝑲𝑺 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓  𝑲𝑺

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 
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1  2 3 9 

    Persentase 

Pemenuhan 

Pelaksanaan 

Pembangun

an aspek 

pembangu-

nan ekonomi 

 

survei / 

monitoring dan 

evaluasi 

kegiatan 

    Persentase 

Pemenuhan 

Pelaksanaan 

Pembangun

an aspek 

ketangguhan 

bencana dan 

lingkungan 

 

survei / 

monitoring dan 

evaluasi 

kegiatan 

4 Meningkatnya 

Pencapaian 

Hasil 

Pembangunan 

Kawasan 

Perbatasan 

negara di 

daerah 

Persentase 

Pencapaian 

Peningkatan 

Hasil 

Pembangun

an Kawasan 

Perbatasan 

Persentase rata-rata ILSD Kecamatan 

Lokpri di Kawasan Perbatasan 

survei / 

monitoring dan 

evaluasi 

kegiatan 

 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja 

antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan  satu  instansi. 

Dokumen  ini  memuat sasaran  strategis,  indikator kinerja utama beserta target kinerja dan 

anggaran.  Dengan mengacu pada rencana strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sumber daya anggaran yang ada, Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2022 antara Kepala 

Badan dan Bupati Kapuas Hulu.   Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja 

dan target kinerja yang menjadi tugas utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian 

kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini  

adalah  Perjanjian  Kinerja  Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2022 : 

 

𝑰𝑲𝑬 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓  𝑲𝑺

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 
 

𝑰𝑲𝑩 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒌𝒂𝒕𝒐𝒓  𝑲𝑺

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒎𝒆𝒕𝒆𝒓 𝑴𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎 
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Tabel 3 

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Meningkatnya kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja Badan 

Pengelola Perbatasan 

Daerah 

Indeks Reformasi Birokrasi BPPD 23,10 

Predikat Sakip BPPD 

B 

2 Meningkatkan efektivitas 

Pengelolaan Pembangunan 

kawasan Perbatasan Negara 

di daerah 

Indeks Pemenuhan Layanan Sosial Dasar 

(IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di 

Kawasan Perbatasan 
BK 

3 Meningkatnya efektivitas 

Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perbatasan negara 

di daerah 

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat 
30,00% 

 
  Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek pembangunan ekonomi 
15,00% 

 
  Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek ketangguhan bencana 

dan lingkungan 

5,00% 

4 Meningkatnya Pencapaian 

Hasil Pembangunan 

Kawasan Perbatasan negara 

di daerah 

Persentase rata-rata ILSD Kecamatan Lokpri di 

Kawasan Perbatasan 
40,00% 

 

Total Anggaran kegiatan yang menjadi diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.805.674.020,00  (Dua 

Milyar Delapan Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Puluh Rupiah) 

sebagaimana tertuang pada “Perjanjian Kinerja Tahun 2022” antara Kepala Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah dan Bupati Kapuas Hulu tertanggal 30 Maret 2022, dengan 

rincian program/ kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 
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Tabel 4 

Anggaran Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja 

 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN 
ANGGARAN  

(Rp.) 

1 2 3 

5 6       PENGELOLAAN PERBATASAN 2.805.674.020,00  

5 6 01 

    

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

2.655.054.020,00 

5 6 01 2,01   Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

10.631.000,00 

5 6 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

3.057.000,00 

5 6 01 2,01 02 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.057.000,00 

5 6 01 2,01 04 Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD 3.057.000,00 

5 6 01 2,01 05 Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 730.000,00 

5 6 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 730.000,00 

5 6 01 2,02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.623.770.372,00 

5 6 01 2,02 01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 1.521.464.550,00 

5 6 01 2,02 03 Pelaksanaan Penatausahaan Dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

99.300.222,00 

5 6 01 2,02 05 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

1.505.600,00 

5 6 01 2,02 07 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

1.500.000,00 

5 6 01 2,05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.850.000,00 

5 6 01 2,05 01 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai 12.600.000,00 

5 6 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

16.250.000,00 

5 6 01 2,06   Administrasi Umum Perangkat Daerah 471.431.878,00 

5 6 01 2,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

9.109.678,00 

5 6 01 2,06 02 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 61.482.200,00 

5 6 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.670.000,00 

5 6 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 

SKPD 

385.170.000,00 

5 6 01 2,07   Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 28.760.000,00 

5 6 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 28.760.000,00 

5 6 01 2,08   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 381.649.770,00 

5 6 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 

Listrik 

27.000.000,00 

5 6 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.649.770,00 
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1 2 3 

5 6 01 2,09   Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

109.961.000,00 

5 6 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 

Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 

Kendaraan Dinas Jabatan 

101.931.000,00 

5 6 01 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya 8.030.000,00 

5 6 02     PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 150.620.000,00  

5 6 02 2,01   Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 80.320.000,00 

5 6 02 2,01 01 Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi Kebijakan 

Otonomi Daerah 

40.170.000,00 

5 6 02 2,01 02 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan 

Perbatasan 

40.150.000,00 

5 6 02 2,02   Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 
35.150.000,00 

5 6 02 2,02 01 Koordinasi, Integrasi, Dan Sinkronisasi 

Pembangunan Kawasan Perbatasan 35.150.000,00 

5 6 02 2,03   Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan 

Perbatasan 35.150.000,00 

5 6 02 2,03 01 Pengendalian Dan Pengawasan Serta Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 
35.150.000,00 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau 

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan 

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi 

amanah. 

Kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan atau  

kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran yang telah 

ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan  Kinerja  (LKj)  

Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu  Tahun  2022.  Instrument  

pertanggungjawaban  tersebut  antara  lain  meliputi  : pengukuran,  penilaian,  evaluasi  dan  

analisis  kinerja,  serta  akuntabilitas  keuangan yang  dilaporkan  secara  menyeluruh  dan  terpadu  

untuk  memenuhi  kewajiban  dalam mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  

pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Selain  sebagai  instrumen  pertanggungjawaban  pemerintah  secara  periodik, Laporan  

Kinerja  (LKj)  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  Kabupaten Kapuas Hulu  Tahun  2022   

juga  sebagai  media  informasi  mengenai  kinerja  instansi pemerintah dan bermanfaat antara lain 

untuk : 

1. Mendorong  instansi  pemerintah  untuk  menyelenggarakan  tugas  umum pemerintah  dan  

pembangunan  secara  baik  dan  benar  (good  governance) yang  didasarkan  pada  peraturan  

perundang-undangan  yang  berlaku, kebijakan  yang  transparan  dan  dapat  

dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat. 

2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara  efisien,  

efektif  dan  responsif  terhadap  aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya. 

3.  Menjadi  masukan  dan  umpan  balik  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam rangka 

meningkatkan kinerja instansi pemerintah. 

4.  Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pengemban amanah 

masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian 

Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam 

Peraturan Presiden Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan 

Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, 
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pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja.  Laporan tersebut memberikan gambaran 

penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan 

dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan 

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan   program,   sasaran   yang   ditetapkan   untuk   mewujudkan   

misi   dan   visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Huu. 

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2022, Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang 

telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas 

penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik 

keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi 

kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.   Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja 

pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan 

kepada setiap instansi pemerintah atas  penggunaan  anggaran.     Hal  terpenting  yang  diperlukan  

dalam  penyusunan laporan   kinerja   adalah   pengukuran   kinerja   dan   evaluasi   serta   

pengungkapan (disclosure) secara memadai  hasil  analisis  terhadap pengukuran kinerja 

(Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). 

Capaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 

dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil 

pengukuran kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun 

2022. 

A. Capaian Indikator Kinerja Utama 2022 

Dalam rangka mengukur, mengupayakan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi 

pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah 

yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran 

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan 

sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama                       

untuk Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
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Nomor: 01/BPPD/TAHUN 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di 

Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil 

pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5 

Pengukuran  Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2022 

NO SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 

CAPAIAN 
KINERJA 

(%) 
KET 

1 Meningkatnya 
kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja 
Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah 

Indeks Reformasi 
Birokrasi BPPD 23,10 - - - 

Predikat Sakip 
BPPD B - - - 

2 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengelolaan 
Pembangunan 
kawasan Perbatasan 
Negara di daerah 

Indeks 
Pemenuhan 
Layanan Sosial 
Dasar (IPLSD) 
kecamatan Lokasi 
Prioritas (lokpri) di 
Kawasan 
Perbatasan 

Berkembang 
(BK) 

Berkembang 
(BK) 

100 Tercapai 

3 Meningkatnya 
efektivitas 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
kesejahteraan 
rakyat 

30,00% 31,00% 103 
Melampai 

Target 
Kinerja 

    Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
pembangunan 
ekonomi 

15,00% 16,00% 106 
Melampai 

Target 
Kinerja 

    Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
ketangguhan 
bencana dan 
lingkungan 

5,00% 6,00% 120 
Melampai 

Target 
Kinerja 

4 Meningkatnya 
Pencapaian Hasil 
Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Persentase rata-
rata ILSD 
Kecamatan Lokpri 
di Kawasan 
Perbatasan 

40,00% 53,02% 132 
Melampai 

Target 
Kinerja 
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Berdasarkan  Tabel  5.  terdapat  4 (empat)  sasaran  strategis  yang  telah  ditetapkan dengan  

7 (tujuh)   Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2022, dari 7 

indikator tersebut terdapat 2 indikator belum dapat ditetapkan hasil kinerjanya yaitu indeks 

reformasi birokrasi dan predikat SAKIP BPPD disebabkan masih menunggu hasil reviu dari 

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dan 5 indikator lainnya realisasi target kinerjanya 

tercapai sesuai dengan yang telah diharapkan, bahkan melampaui target yang telah 

ditetapkan. Untuk reformasi birokrasi pada tahun 2022 ini, ditargetkan capaian kinerja 

dengan nilai sebesar 23,10, sedangkan hasil reformasi birokrasi tahun sebelumnya (tahun 

2021) diperoleh capaian kinerja dengan nilai sebesar 6,95 atau 19,14% (kategori D), untuk 

itu sangat diharapkan target reformasi birokrasi tahun 2022 ini dapat tercapai sesuai yang 

telah dittetapkan. Sedangkan predikat penilaian SAKIP yang ditargetkan pada tahun 2022 

ini adalah B, dan dengan memperhatikan perolehan predikat SAKIP tahun sebelumnya 

(2021) adalah B, maka diharapkan predikat SAKIP tahun 2022 hendaknya mencapai target 

yang telah ditetapkan.. 

 

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya 

Perbandingan  antara  realisasi kinerja  Tahun  2022  dengan  tahun sebelumnya  dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 6 

Pengukuran  Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022  
 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

2021 
REALISASI 

2022 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya 
kapasitas dan 
akuntabilitas kinerja 
Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah 

Indeks Reformasi 
Birokrasi BPPD 

23,10 - - 

Predikat Sakip BPPD B - - 

2 Meningkatnya 
efektivitas 
Pengelolaan 
Pembangunan 
kawasan Perbatasan 
Negara di daerah 

Indeks Pemenuhan 
Layanan Sosial Dasar 
(IPLSD) kecamatan 
Lokasi Prioritas (lokpri) 
di Kawasan Perbatasan 

Tertinggal 
(T) 

Berkembang 
(BK) 

Meningkat 
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1 2 3 4 5 6 

3 Meningkatnya 
efektivitas 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Persentase Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan aspek 
kesejahteraan rakyat 

14,42% 31,00% Meningkat 

    

Persentase Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan aspek 
pembangunan ekonomi 

8,20% 16,00% Meningkat 

    

Persentase Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan aspek 
ketangguhan bencana 
dan lingkungan 

3,20% 6,00% Meningkat 

4 Meningkatnya 
Pencapaian Hasil 
Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Persentase rata-rata 
ILSD Kecamatan Lokpri 
di Kawasan Perbatasan 

25,82% 53,02% Meningkat 

Berdasarkan  tabel  perbandingan  capaian  kinerja  sasaran  tahun  2022 dengan tahun tahun 

sebelumnya (tahun 2021) dapat dilihat bahwa setiap tahunnya realisasi capaian kinerja 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. 

 

C. Analisis   Penyebab   Keberhasilan/Kegagalan   atau   Peningkatan/Penurunan 

Kinerja 

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, 

dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan 

dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya  atas  

hasil  pengukuran  kinerja,  dilakukan  evaluasi  dan  analisis  kinerja untuk mengetahui 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja 

yang diharapkan. Pada Tahun 2022 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu melaksanakan 1 urusan yaitu urusan Penunjang Urusan Pemerintahan dengan 2 

program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah 

Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra 

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Evaluasi 

dan analisis atas capaian sasaran strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi 

BPPD. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

1. Meningkatnya kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja 
Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah 

Indeks Reformasi 
Birokrasi BPPD 

23,10 - - 

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini belum dapat dilakukan pengukuran tercapai atau 

sebaliknya, hal ini terutama disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi reformasi 

birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Namun perlu kami kemukakan bahwa 

hasil evaluasi tahun sebelumnya (2021) terhadap indeks reformasi birokrasi pada Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh hasil dengan nilai 

sebesar 6,95 atau 19,14% (kategori D), untuk itu sangat diharapkan target reformasi 

birokrasi tahun 2022 ini dapat tercapai sesuai yang telah ditargetkan. 

b. Sasaran 1, yaitu : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah, dengan indikator kinerja Predikat SAKIP BPPD. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

2. Meningkatnya kapasitas 
dan akuntabilitas kinerja 
Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah 

Predikat Sakip 
BPPD 

B - - 

Capaian kinerja pada sasaran strategis ini, juga belum dapat dilakukan pengukuran 

tercapai atau sebaliknya, hal ini terutama disebabkan oleh belum dilakukannya evaluasi 

SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Namun perlu kami kemukakan bahwa 

hasil evaluasi tahun sebelumnya (2021) terhadap SAKIP Badan Pengelola Perbatasan 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh hasil dengan nilai 67,02 (predikat B), untuk 

itu sangat diharapkan target evaluasi SAKIP tahun 2022 ini dapat tercapai sesuai yang 

telah ditargetkan. 
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c. Sasaran 2 , yaitu : Meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan 

Perbatasan Negara di daerah, dengan indikator kinerja Indeks Pemenuhan Layanan 

Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan Perbatasan. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

2 Meningkatkan efektivitas 
Pengelolaan 
Pembangunan kawasan 
Perbatasan Negara di 
daerah 

Indeks 
Pemenuhan 
Layanan Sosial 
Dasar (IPLSD) 
kecamatan Lokasi 
Prioritas (lokpri) di 
Kawasan 
Perbatasan 

BK BK tercapai 

Sasaran strategis meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan kawasan 

Perbatasan Negara di daerah, bahwa realisasi target kinerjanya dapat tercapai, 

Perhitungan IPLSD dilakukan menggunakan aplikasi IPLSD-KP dan langsung dilakukan 

oleh BNPP Pusat, dan peran penting yang dilakukan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 

terus mendorong agar survey-survey data yang dilakukan oleh BNPP pusat di kecamatan 

lokpri dapat dipenuhi, dan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu terus melakukan pemantauan 

terhadap kondisi real dilapangan dengan kesesuain data. Disamping itu BPPD Kabupaten 

Kapuas Hulu juga terus mendorong agar layanan sosial dasar yang terdapat di kecamatan 

lokpri dapat terus ditingkatkan dengan membuat usulan-usulan prioritas baik kepada 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. 

d. Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perbatasan negara di daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

3 Meningkatnya efektivitas 
Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan negara di 
daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
kesejahteraan 
rakyat 

30,00% 31,00% tercapai 
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Target kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya efektivitas Pelaksanaan 

Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah dengan indikator kinerjanya  

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat 

realisasinya telah tercapai. Sasaran ini tercapai melalui peningkatan berbagai layanan 

sosial dasar pada kecamatan lokpri dari aspek kesejahteraan rakyat, dengan terus 

meningkatkan upaya-upaya untuk pemenuhan diberbagai dimensi, meliputi kesehatan, 

pendidikan, modal sosial dan permukiman. Peran penting yang dilakukan BPPD 

Kabupaten Kapuas Hulu, terus melakukan pemantauan secara kontinu layanan  dari aspek 

kesejahteraan rakyat, sekaligus menginventarisir kekurangan/ keterbatasan dari berbagai 

dimensi seperti tersebut diatas untuk dijadikan usulan dalam bentuk rencana aksi yang 

menjadi usulan prioritas kepada Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun 

Pemerintah Pusat. 

e. Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perbatasan negara di daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek pembangunan ekonomi. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

3 Meningkatnya efektivitas 
Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan negara di 
daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
pembangunan 
ekonomi 

15,00% 16,00% tercapai 

Target kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya efektivitas Pelaksanaan 

Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah dengan indikator kinerjanya  

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi 

realisasinya telah tercapai. Sasaran ini tercapai melalui peningkatan berbagai layanan 

sosial dasar pada kecamatan lokpri dari aspek kesejahteraan pembangunan, dengan terus 

meningkatkan upaya-upaya untuk pemenuhan diberbagai dimensi, meliputi keragaman 
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produksi, perdagangan, akses permodalan, lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah. 

Peran penting yang dilakukan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, terus melakukan 

pemantauan secara kontinu layanan dari aspek pembangunan ekonomi, sekaligus 

menginventarisir kekurangan/ keterbatasan dari berbagai dimensi seperti tersebut diatas 

untuk dijadikan usulan dalam bentuk rencana aksi yang menjadi usulan prioritas kepada 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. 

f. Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 

Perbatasan negara di daerah, dengan indikator Persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

3. Meningkatnya 
kompetensi, komitmen 
dan kapabilitas aparatur 
Badan Pengelola 
Perbatasan Daerah 

Persentase 
Pemenuhan 
Pelaksanaan 
Pembangunan 
aspek 
ketangguhan 
bencana dan 
lingkungan 

5,00% 6,00% tercapai 

Target kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya efektivitas Pelaksanaan 

Pembangunan Kawasan Perbatasan negara di daerah dengan indikator kinerjanya  

Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek ketangguhan bencana 

dan lingkungan realisasinya telah tercapai. Sasaran ini tercapai melalui peningkatan 

berbagai layanan sosial dasar pada kecamatan lokpri dari aspek ketangguhan bencana dan 

lingkungan, dengan terus meningkatkan upaya-upaya untuk pemenuhan diberbagai 

dimensi, meliputi potensi rawan bencana, tanggap bencana dan lingkungan. Peran penting 

yang dilakukan BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, terus melakukan pemantauan secara 

kontinu layanan dari aspek ketangguhan bencana dan lingkungan, sekaligus 

menginventarisir kekurangan/ keterbatasan dari berbagai dimensi seperti tersebut diatas 

untuk dijadikan usulan dalam bentuk rencana aksi yang menjadi usulan prioritas kepada 

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. 
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g. Sasaran 4, yaitu : Meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan 

Perbatasan negara di daerah, dengan indikator Persentase rata-rata ILSD 

Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan. 

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dijabarkan seperti pada tabel 

berikut ini : 

NO. SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET 

2022 
REALISASI 

2022 
INTER-

PRESTASI 

4 Meningkatnya Pencapaian 
Hasil Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 
negara di daerah 

Persentase rata-
rata ILSD 
Kecamatan Lokpri 
di Kawasan 
Perbatasan 

40,00% 53,00% tercapai 

Target kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan 

Kawasan Perbatasan negara di daerah dengan indikator kinerjanya  Persentase rata-

rata ILSD Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan realisasinya telah tercapai. 

Sasaran ini tercapai melalui peningkatan berbagai layanan sosial dasar pada kecamatan 

lokpri, baik dari aspek ketangguhan bencana dan lingkungan, aspek pembangunan 

ekonomi, maupun aspek kesejahteraan rakyat dengan mengakumulasikannya dan 

mendistribusikannya secara merata pada lokasi prioritas. Peran penting yang dilakukan 

BPPD Kabupaten Kapuas Hulu, terus melakukan pemantauan secara kontinu layanan 

sosial dasar, baik dari aspek ketangguhan bencana dan lingkungan, aspek pembangunan 

ekonomi, maupun aspek kesejahteraan rakyat, dan sekaligus menginventarisir 

kekurangan/ keterbatasan dari berbagai aspek seperti tersebut diatas untuk dijadikan 

usulan dalam bentuk rencana aksi yang menjadi usulan prioritas kepada Pemerintah 

Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. 

 

D. Realisasi Anggaran 

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilihat dari sisi manajemen merupakan rangkaian 

dari siklus terakhir pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana kewenangannya di 

bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah 

merupakan kewajiban Kepala Daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan 

Daerah  (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah. Sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut 

mempunyai landasan keabsahan  dari  aspek  yuridis  formil  maupun  materil,  yang  
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dimaksudkan  dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah terhadap publik yang menjadi dambaan masyarakat. Begitu juga halnya 

dengan Badan  Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  berkewajiban  

menyajikan dan  menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana 

yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2022. Namun demikian panyajian 

akuntabilitas keuangan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelola 

Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022, dibatasi pada pelaksanaan 

belanja yang menjadi tanggungjawab Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  Kabupaten 

Kapuas Hulu, yaitu anggaran beserta realisasinya. Adapun anggaran belanja APBD yang 

mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada BPPD Kab. Kapuas Hulu 

melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.805.674.020,00 

dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.772.047.271,01 atau 98,80%. 

. Tabel 6 

Anggaran dan Realisasi APBD BPPD Tahun 2022 

KODE URAIAN 

ANGGARAN  
REALISASI 

SETELAH 

PERUBAHAN Rp. % 

1 2 3 4 5 

5         Unsur Penunjang Urusan 
Pemerintahan 

      

5 6       Pengelolaan Perbatasan 2.805.674.020,00 2.772.047.271,01   98,80  

5 6 01 

    

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.655.054.020,00 2.621.724.771,01       
98,74  

5 6 01 2,01   Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 10.631.000,00 10.631.000,00 

  
100,00  

5 6 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

3.057.000,00 3.057.000,00     
100,00  

5 6 01 2,01 02 Koordinasi Dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

3.057.000,00 3.057.000,00     
100,00  

5 6 01 2,01 04 Koordinasi Dan Penyusunan DPA-
SKPD 

3.057.000,00 3.057.000,00     
100,00  

5 6 01 2,01 05 Koordinasi Dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

730.000,00 730.000,00     
100,00  

5 6 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

730.000,00 730.000,00     
100,00  

5 6 01 2,02   Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 1.623.770.372,00 1.631.055.657,00 

  
100,45  

5 6 01 2,02 01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan 
ASN 

1.521.464.550,00 1.500.259.432,00       
98,60  

5 6 01 2,02 03 Pelaksanaan Penatausahaan Dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD 

99.300.222,00 99.300.000,00       
99,99  

5 6 01 2,02 05 Koordinasi Dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1.505.600,00 1.505.600,00     
100,00  

5 6 01 2,02 07 Koordinasi Dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

1.500.000,00 1.500.000,00     
100,00  
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1 2 3 4 5 

5 6 01 2,05   Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 28.850.000,00 28.490.625,00 

    
98,75  

5 6 01 2,05 01 Peningkatan Sarana Dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

12.600.000,00 12.600.000,00     
100,00  

5 6 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

16.250.000,00 15.890.625,00       
97,78  

5 6 01 2,06   Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 471.431.878,00 468.395.875,00 

    
99,36  

5 6 01 2,06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

9.109.678,00 9.109.678,00     
100,00  

5 6 01 2,06 02 Penyediaan Peralatan Dan 
Perlengkapan Kantor 

61.482.200,00 61.473.200,00       
99,98  

5 6 01 2,06 05 Penyediaan Barang Cetakan Dan 
Penggandaan 

15.670.000,00 15.630.000,00       
99,74  

5 6 01 2,06 09 Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 

385.170.000,00 382.182.997,00       
99,22  

5 6 01 2,07   Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 28.760.000,00 26.898.800,01 

    
93,53  

5 6 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan Dan Mesin 
Lainnya 

28.760.000,00 26.898.800,01       
93,52  

5 6 01 2,08   Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

381.649.770,00 374.976.739,00 

    
98,25  

5 6 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air Dan Listrik 

27.000.000,00 24.487.469,00       
90,69  

5 6 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

354.649.770,00 350.489.270,00       
98,82  

5 6 01 2,09   Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

109.961.000,00 109.766.700,00 
    

99,82  

5 6 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan Dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 
Atau Kendaraan Dinas Jabatan 

101.931.000,00 101.736.700,00       
99,80  

5 6 01 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan Dan 
Mesin Lainnya 

8.030.000,00 8.030.000,00     
100,00  

5 6 02     PROGRAM PENGELOLAAN 
PERBATASAN 

150.620.000,00 150.322.500,00     
99,80  

5 6 02 2,01   Perencanaan dan Fasilitasi 
Kerja Sama 80.320.000,00 80.262.500,00 

    
99,93  

5 6 02 2,01 01 Koordinasi, Integrasi, Dan 
Sinkronisasi Kebijakan Otonomi 
Daerah 

40.170.000,00 40.112.500,00       
99,85  

5 6 02 2,01 02 Penyusunan Rencana Aksi 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan 

40.150.000,00 40.150.000,00     
100,00  

5 6 02 2,02   Pelaksanaan Kewilayahan 
Perbatasan 35.150.000,00 35.135.000,00 

    
99,96  

5 6 02 2,02 01 Koordinasi, Integrasi, Dan 
Sinkronisasi Pembangunan 
Kawasan Perbatasan 

35.150.000,00 35.135.000,00       
99,95  

5 6 02 2,03   Monitoring dan Evaluasi 
Kewilayahan Perbatasan 35.150.000,00 34.925.000,00 

    
99,36  

5 6 02 2,03 01 Pengendalian Dan Pengawasan 
Serta Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perbatasan 

35.150.000,00 34.925.000,00       
99,35  

          JUMLAH BELANJA 2.805.674.020,00  2.772.047.271,01  98,80  
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pada tahun 2022 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah 

melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan 

Penunjang Urusan Pemerintahan guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan 

dalam Rencana Strategis sebagai berikut : 

1.  Capaian kinerja sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya Penyelenggaraan 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator 

kinerja sasaran Indeks Reformasi Birokrasi BPPD dan Predikat SAKIP BPPD, belum 

dapat dikemukakan capainnya, sebab belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatkan efektivitas Pengelolaan Pembangunan 

kawasan Perbatasan Negara di daerah, dengan indikator kinerja Indeks Pemenuhan 

Layanan Sosial Dasar (IPLSD) kecamatan Lokasi Prioritas (lokpri) di Kawasan 

Perbatasan capaian kinerjanya tercapai sesuai yang ditargetkan menjadi status 

berkembang (BK). 

3. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya efektivitas Pelaksanaan Pembangunan 

Kawasan Perbatasan negara di daerah, indikator kinerjanya persentase Pemenuhan 

Pelaksanaan Pembangunan aspek kesejahteraan rakyat capaian kinerjanya 31,00% 

telah tercapai tercapai melampaui target 30,00%, selanjutnya dengan indikator 

persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pembangunan aspek pembangunan ekonomi 

pencapain target kinerjanya sebesar 16,00% melampui target yang ditetapkan sebesar 

15,00%, dan yang terakhir dengan indikator persentase Pemenuhan Pelaksanaan 

Pembangunan aspek ketangguhan bencana dan lingkungan pencapain realisasi 

kinerjanya sebesar 6,00% juga melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,00%. 

4. Sasaran strategis keempat meningkatnya Pencapaian Hasil Pembangunan Kawasan 

Perbatasan negara di daerah, dengan indikator kinerjanya persentase rata-rata ILSD 

Kecamatan Lokpri di Kawasan Perbatasan dengan realisasi pencapaian kinerjanya 

sebesar 53,02% melampaui target kinerja  yang telah ditetapkan sebesar 40,00%. 
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Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah Instansi  

Pemerintah,  maka  perhitungan  dengan  menggunakan  Laporan  Kinerja (LKj) setidaknya 

mendekati realitas sesungguhnya.  

Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa 

secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu  tahun  2022  dapat  dikatagorikan  berhasil (dengan realisasi 

99,80%), sedangkan untuk Sasaran Indikator Kinerja Utama telah dapat mencapai dan bahkan 

melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan program 

dan kegiatan yang telah  ditetapkan  sudah berjalan secara optimal, mengingat dalam 

pelaksaan program dan kegiatan tersebut ternyata telah mampu mendukung secara maksimal 

pencapain indikator kinerja utama yang ditargetkan.  

Berdasarkan pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu sepanjang tahun 2022, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan  

kinerja  pada  tahun  selanjutnya  yaitu  sebagai berikut :  

a. Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertikal yang  

berkepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksasanaan 

pembangunan di kawasan Perbatasan. 

b. Melakukan upaya  peningkatan  kerjasama  dengan  berbagai instansi terkait baik di pusat 

mapun di daerah terkait pemanfaatan dan pengelolaan pembangunan kawasan Perbatasan. 

c. Penyusunan  perencanaan  kegiatan  dengan  lebih  cermat  dalam upaya  mencapai  tujuan  

organisasi  dan  meningkatkan  pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan 

Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  ada  serta  berbagai  faktor  lainnya  yang  dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan. 

d. Meningkatkan  monitoring  dan  evaluasi  untuk  mengoptimalkan pelaksanaan  program  

dan  kegiatan  untuk  pencapaian  sasaran kinerja  kegiatan  sesuai  dengan  dokumen  

perencanaan  yang  telah dibuat. 

e. Meningkatkan  kompetensi  dan  kemampuan  sumber  daya  manusia yang ada untuk 

meningkatkan pencapaian kinerja organisasi. 
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B. Saran 

Capaian  kinerja  merupakan  tanggung  jawab  para  pemangku jabatan, oleh karena 

itu, agar capaian kinerja dapat optimal, maka profesionalisme para pemangku jabatan dalam 

melaksanakan tanggungjawab, tugas  dan  beban  kerja  yang diberikan  sangat diperlukan, 

untuk itu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat berkomitmen 

untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya, maka memenuhi komitmen tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan kinerja, 

selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan  koordinasi  baik  internal  maupun  

eksternal  dengan  instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program 

dan kegiatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi secara optimal terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perbatasan. 

 


